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BUPATI NATUITA
PROVIilSI HTPI'I,AUATY RIAU

PERATURAfi BUPATI NATUNA
NOMOR lb TATTUN 2O1s

TENTANG

TATA CARA PTNGHAPUSAN PIUTAITG PA.'AK BT'UI DAIY BANGT'TAN
PERI'ESAAI| DAIT PERKOTAAIS

Menlmbang ia.

b.

Uengiagat : 1.

BI'PATI NATUilA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2}ll tentang Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusart
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten l(arimun, Kabupaten
Nahrna, Kabupaten Kuantan Sinsngl dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
nomor tO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (I"embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a237l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daeratr dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

2.

PARAF KooRDlNS!!

3.



4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun ?OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523al.;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun
2ott tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2OLL Nomor 1);

MEUUTUSKAIT

: PERATURAN BUPATI TEIYTANG TATA CARA
PEITGIIAPUSAIT PIUTAITG PA"'AK BT'UI DAIT BANGUITAN
PERDESAAN DAIY PERKOTAAN.

BAB I
TETTITTUAN I'MI'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Natuna.

3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat DISPENDA, adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Natuna.

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Nattrna.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya dapat disingkat PBB-P2, adalah Pajak
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

' perhutanan, dan Pertambangan.

6. Wajib Pajak adalah ora.ng pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut paj*l
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

5.

6.

Menetapkan



7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat yang digunakan
untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang
kepada Wqiib Pqiak.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat yang digunakan
untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan
Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kelmrangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

1 1. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan taglhan
pajak dan/atau sanksi administratif berupa bungan
danlatau denda.

12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan hrlis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliman dalam penerapaur ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB-P2,
SKPD PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan
atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

14. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diqiukan oleh Wajib Pajak.

BAB II. KADALTIWARSA PEITAGIIIAIT

Pasal 2

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
faiat melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

PARAF KOORNINASI



(2) Kadaluwarsa penagihan pqiak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, dengan

kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

c. Ada pengqjuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Pajak

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf a, Kadaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat
teguran daurt I atau surat paksa tersebut.

BAB III
DOKT'MEN PENGHAPUSAN

Pasal 3

(1) Dokumen yang digunakan dalam penghapusan Piutang
pqiak adalah:
a. Surat Pengantar Usulan Penghapusan;
b. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan;
c. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak;

(2) Dokumen yang dihasilkan adalah Keputusan Bupati
tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan lampirannya;

BAB TV
PENGIIAPUSAN PIUTAITG PA.IAK

Pasal 4

(1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang
pajak yang tercantum dalam :

a. SPPT PBB-P2;
b. SKPD PBB-P2;
c. STPD PBB-P2;
d. SKPDKB PBB-P2;
e. SKPDKBT PBB-P2; atau
f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Rrtusan Banding, Putusan Peninjauan
kembali yang menyebabkan jumlah peiak yang harus
dibayar bertambah.

(2) Piutang Pqiak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi
dan Badan adalah piutang pajak yang tidak ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan pqiak sudah
kadaluwarsa.
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BAB V
PROSEDUR PEITGHAPUSAN

Pasal 5

(1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang
pajak yang tidak dapat ditagih lagr sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (21, wajib dilakukan
penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh
DISPENDA.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Kepala Bidang Pembukuan yang
dituangkan ke dalam l.a.poran Hasil Penelitian (LHP).

(3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 harus menguraikan keadaan Wqiib Pajak dan
Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud datam Pasal 5 ayat (21 Kepala Bidang
Pembukuan men5rusun daftar usulan penghapusan
piutang pqiak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Dinas.

(3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Bupati.

Pesel 7

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pqiak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3), Bupati
menandatangani Surat Keputusan Penghapusan
Piutang.

(2) Bentuk Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang
pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (Ll,
tercantum dalam L,ampiran Peraturan Bupati ini.

PaBaI 8

Setelah surat Keputusan Bupati dikeluarkan, Kepala Dinas
melakukan hapus tagih dan hapus bulm atas piutang pajak
tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
yang berlaku.
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BAB VI
II TEilTUAIT PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal tL nraret 2419

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal tb tr,tar0t 20ts

SEXRE,TARIS DATRAII
KABI'PATTIT trATUITA

SYAUSI'RI?frN

BERITA DAERAII KABI'PATEIT ITATI'ITA TAHUN 2015 NOUOR lb

PARAF KOORDINASI



Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : (.6 {ts4e,zfrtnZ.As
Tanggal : t6 tl&ret zA$

BENTUK KTPUTUSAIT BUPATI TEITTAITG PEITGIIAPUSAIT PIUTAIYG SBCARA
KOI,TKTIF

XOPBIIPATI

KEPUTUSAIT BMATI ITATTIITA
IlOilOR:

TETTAtrG

PEIYGIIAPUSAII pIIrrANc pA.rAK BIIUI DAII BAIIGITIIAII PERI]ESAAII DAII PERI(OrAAil {PBB-Prll
AECARA IIOLEKTIF

BIIPATT TATINTA.

ilenlnbang bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penglrapusan Piutang PtsB-P2 oleh
Dinas Pendapre.i:an C,eerab Xabupeuen Nqiune mai<a periu meneiapkaa Xeputus*:
Bupati Natuna tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan secara Kolektit

i. Peraturan Daerah Kabupaten Natrrna Nomor 1 Tahun 2O1i tentang Pajak
Daerah {kmbaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);

2. Perat;r'an Bupad Natuna Nomor' ... Tahun ..... tentang Tata Cera Penghapusan
Piutang PBB-F2 { Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun ..... Nomor ..... );

Ssrrgingei

UEETUTUAK.*IE

Meaetep&aa

XESATII

KTDUA

Menghapus Piutang PBB-P2 atas Objek Pajak - Objek Pajak sebagaimana terlampir
dalam tampimn Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal

BI'PATI IYATTIITA

ITAMA



TAltPTNAIt XTPUTUSAIT BUPATI TEI{TAIFE PMTGEAPUSAIT PIUTAISG
SECARA KOLEKTIF



BEITTIIK I{TPUTUSAIT BI'PATI TEilTAITG PEITGIIAPUSAIT PIUTAITG
SECARA PERORAITGAIT

KOP BIIPATI

TEPUTUSAIT BI'PATI ITATT,trA
ITOTK)R:

TETITAITG

pENGrrAprrgAIr pllrrAryc parAK BIIilI DArr BAJIGI trAIt PERDESAAIT DArT PtRr(OrAAr {PBB-P2|
3EC,fiRA PERONAITGAfi

I|IIPATI IgATrIf,A.

Dfenlmbang bahwa berdasarkan pengajuan daJtar usulan Pengfrapusan Piutang PBB-P2 oleh
Diaas Peadapatan Daeratr Kabupaten i.{atuaa maka, perlu menetapken K-eputusan
Bupati Natuna tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan secara Perorangan;

i. Peraturan Daerah liabupaten N-atuna i{omor I Tahun 2oii tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1);

2. Peraturan Bupati Natuna Nomcr ... Tahun ..... tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang PBB-P2 ( Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun ..... Nomor ..... );

ffieagingpt

NEEIIITTUSKAIS

lf,eactapLan

KESATU Menghapus Piutang PBB-P2 atas Wajib Pajak sebagai berikut :

lEama Wa-iib Paiak :
Alamat lfdfb Pqlet : .....
SPPT/SITPD/STPD/ SXPDXB/ SKPDXBT/sIL PEUBBTUL/III*I
a. Ifomor
L E-----tlr. r allllll.rr
c. I[ilnt
roP
Alamat ObJek hjet

I{EDUA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal

BI'PATI ITATTIITA

ITAHA



FORM LIIPORAII rrASrL PEISELITTAII (tHPl l
KOP DISPEI{DA

LAPORAN trAsIL PENELTTIAN (trrPl
PEITGIIAfi'SAITPA'TAIIGPIL'AI(BI'TIDAITBAfi($I'ITAIT

PTRDEBAAIS DAt[ PERKOTA.*I5 {PBB-Pz} SECARA KOLEKTIT'
NOtf,OR:

u.

DASAR IIT'KINT :

1- Urdang-Uedarg i{omor 2STahul} 2OO9 tentarrg Pajak Dacrah d'an Retribusi Daerah;

2. peraturan Daerah Kabupaten Nahrna Nomor Oi Tahun 2Ol 1 tentang Pajak Daerah

B. peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan

Bangunan;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabbupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2o13 tentang

per-reta-pa:r Sta6,-lard Opega-si .Ja-n Prosecl-*r {SOP) Pinlreterrggara-an PBB-PZ di Linglr+rrga$ DrEa-s

Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;

TIASIL PENEI,ITIAIT
feiah ciilairui<an peneiitian secara koieictif terhariap Objek 

- 
Pajak-Objek Pajak (OPi sebagaimana

i.rirr"pi. Adapun'hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. riutang psB-p2 yurri t"r"r, melampui 5 {lima} tahun sebanyak ..........oP dan

sebesar Rp ...-.'...--.- t""""""""""'r"-"""""""'F-upiah)
2. Piutang pbf-pZ yang tertangguh sebanyak """""""'OP dan sebesar

Rp ........................':'.........-:... (.-.'.-...-..."" """'Rupiah)
3. dII

TII. KESIMPT'LI\T DAN SARAN
1. Dapat dilakukan Pengirapusan Piutang PBB-P2

kadaluarsa
secara kolektif terhadap Objek Pajak yang telah

2. Daftar Objek Pajak PBB-Y2 yang akan diusulkan untuk dihapus, secara lengfuap terdapat pada

*ampiran LHP ini
A. penghapusan p{utang pBB-p2 ditinCaLJarliuti dengan Cikeluarkann3'a Surat Kepuf'rsa* BUP'a'TI

PETUGAS PEITELITI I

RanaL-*---*

PETUGAS PEITELITI TI

uEltGSrAIIUE,
I(EPALIT BII'AITG PTUBIIXUAI{



roRu LAUPIRAfi LAPORAII HASIL PETYELITIAT EHPI SECARA KOLEKTIF

DATTAtrt PEilTEI,ITIAIT TEruIADAP O&'EI( Pa,E..P,Z

PEtr{'GAAPEXISXT'$ I

Ranai,........

PEII'GAS PETTALITI tr

IHIGETAEI,I,
XEPALA BIDitrG PEUBI'XIIAIT

il
o

Irtaaa WP iloP Thn
SPPT

PBB.P'I
Tenrtary

Urnur
Ptutaag

Tgl Eusat
Tegrrraa.fSur

at Patra

Eatll
Penelltiaa



F' .E..E-

FORM LITPORAN rrASrL PErrrLrTIAIt (LHPI SECARA PERORAITGAN

KOP DISPEITDA

r"aPoRAlt r{aslL PEIIELTTTAN (tHP}
PEITTGIIJ}PIISAIT PruTA*G PA'AX 3[*I DA* BAXGTIITAIT

PEnDESAAn DAU PERr(OTAAII {PBB-P2} SEeAR'A PERORAITGAIE
ItoiloR:

L DASAR IIT'IEITtrf, :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Bupati Naruna Nomor 25 Tahun 2O13 tentang Petunjuk Peiairsanaan Pajak Bumi cian

Bangunan;
4. Keputusan Kepala Dinas Mapatan Daerah l(abbupaten Natuna $ornor 12 ?ahun 2O13 ttrtang

Penetapan S+.endard Operasi dan Prosedur (SOP) Penyelengga.raan PBE-P2 di Lin+kungan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;

II. HASIL PETTTLITIAIT
Teiah d.lakukan penelitian terhadap Objek Pa.jak iOPi sebagar berikut:

Ifana WaJlb PeJat : ................
Atamatusjib P4iak i
SPPT/SIIPD/STPD/SI(PDXB/ SKPDITBT/ SK. PEMBEflILIIII*I
r. lfomor :...............
b. Tanggal :...............
c. Itihi
ITOP
Aleaat Objek Pqlet :
Tanqgal Suret Teguran/Surat Pakaa : ................

Adapunhrasilperreli"tiar-r'rerhradapobjekpajaklersebii'tadalar'r:
1. Piutang PBB-P2 berumur ...........(......) Tahun

sebesar Rp "..........". {-..-...."......-. ..-.-Rupiah}
2. Telah Diberikan/Belum*) SuratTeguran f Surat Paksa dalam proses penagihannya
3. dll

ilI. TTSffiPT'LAIT DAII SARAII
1. Dapat/Tidak C-rila-tr-+ka-ii Peirglraprrsal Piirtalg PBB-P2 t-erirarl-ap Ohjek Pajalr- iersei:i-rt
2. Objek Pajak PBB-P2 dapat/tidak dapatl diusulkan untuk dihapus
3. Penghapusan Piutang PBB-P2 akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputus'an

BUPATI

MEIIGEf,AIIIII,
I(BPAIA BII}A*G PWSTIITIIA#

F-anai,........

TETUGAS FEITE,TTTI

NATUNA,

PARAFKOORDIHASI

BUPATI


